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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat
Dari Perbedaan Gradual Suatu . Tindak Pidana”. Seorang anak yang. melakukan
tindak pidanz bersama-sama dengan orang dewasa apabila ditinjau dari aspek
sosiologis, psikologis dan karakteristiknya akan timbul perbedaan gradual antara
perkara pidana anak dengan orang dewasa, maka dari itu penulis memfokuskan
rumusan masalah mengenai apa yang menjadi dasar penyusunan dakwaan oleh
penuntut umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan 1lir terhadap
anak pelakua pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana dan
bagaimana proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum
di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari
perbedaan gradual suatu tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis empiris dengan cara mendeskripsikan penegakan hukum oleh Jaksa
Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian
berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara
induktif. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar penyusunan
dakwaan ijalah dari kasuistis kasusnya, fakta hukum dalam berkas perkara,
keterangan saksi, petunjuk, berita acara pemeriksaan dari penyidik kepolisian
yang sudah diberikan petunjuk oleh jaksa terkait hal-hal yang harus terpenuhi
dalam unsur pasal yang disangkakan dan proses penuntutan terhadap anak pelaku
pencurian oleh jaksa penuntut umum sebagaimana pedoman tentang akses
keadilan bagi anak dalam penanganan perkara pidana dan berdasarkan aturan

dalam sistem peradilan pidana anak dengan memperhatikan perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Anak Pelaku, Tindak Pidana Pencurian, Penegakan Hukum, Jaksa
Penuntut Umum.
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Pembimbing Pembantu
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai penerus suatu bangsa serta menjadi kesatuan dari
keberlangsungan kehidupan umat manusia dan suatu negara. Dalam
aturan negara republik Indonesia, peran serta pentingnya menjamin
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang bagi setiap anak dan
adanya perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Eksistensi di dalam
Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
penting untuk ditujukan dengan mengedepankan perlindungan dan
kepentingan terbaik bagi anak dalam memuat suatu kebijakan oleh
pemerintah.t

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku yang
masih dalam kategori anak-anak seringkali terjadi dimana saja, dari segi
kualitas maupun modus operandi yang dilakukan oleh seorang anak yang
mana hal tersebut menjadi faktor tersendiri dan tidak dapat dipisahkan
dari latar belakang seorang anak yang menjadikannya melakukan suatu

perbuatan yang dapat melanggar aturan hukum yang berlaku.

'Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak,
Yogyakarta : Medpress Digital, 2014, him. 1.



Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak seiring
berjalannya waktu memberikan keresahan bagi beberapa pihak
Khususnya para orang tua yang mana aturan hukum yang dilanggar
terkadang tidak sesuai dengan usia pelaku yang belum dewasa atau masih
di bawah umur. Sehingga, pentingnya meningkatkan berbagai upaya
dalam mencegah dan menanggulangi kenakalan yang dilakukan oleh
anak.?

Latar belakang anak melakukan kejahatan tentu tidak sama
dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan.
Sehingga, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak
menjadi satu-kesatuan dari adanya beberapa faktor yang mendorong
seorang anak yang menjadikan anak tersebut termotivasi untuk
melakukan suatu kejahatan tanpa mengetahui adanya akibat yang
ditimbulkan dari perbuatannya tersebut hingga kemudian pentingnya
menentukan dasar dari adanya akibat yang ditimbulkan sebagai reaksi
sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh anak tanpa menghilangkan
kepentingan terbaik bagi anak.®

Seorang anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama
dengan orang dewasa atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak
dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa,
apabila ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya

akan timbul perbedaan gradual antara perkara pidana anak dengan orang

2Ibid., hlm. 1-2.
3Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers,
2014, him. 35-36.



dewasa.*

Perbedaan gradual diartikan sebagai perbedaan bertahap atau
bertingkat, dalam kaitannya mengenai penegakan hukum terhadap anak
yang melakukan kejahatan maka terdapat tahapan atau tingkatan yang
tidak dapat disamakan karena adanya perbedaan mendasar dalam diri
seseorang yang masih tergolong anak-anak dengan orang yang sudah
dewasa. Adapun psikologis, kecakapan, proses berpikir dan usia seorang
anak yang masih dalam tahap belajar mengetahui dan memahami mana
perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum
yang mengikat dan memaksa. Pertanggungjawaban dari anak sebagai
pelaku kejahatan tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan
oleh orang dewasa karena dalam diri seorang anak yang masih menjalani
proses tumbuh dan berkembang diusianya yang masih anak-anak serta
adanya batasan usia anak yang mana hak-hak anak tidak boleh dihilangkan
dan dilupakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, merupakan salah satu Undang-Undang utama yang
mengatur tentang HAM di Indonesia. Anak berhak diberikan perlakuan
secara manusiawi tanpa menghilangkan kebutuhan dalam tumbuh
kembangnya sesuai dengan usianya dalam mempertanggungjawabkan
aturan hukum sebagaimana perbuatan melanggar hukum yang telah

dilakukannya serta dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi

*Ibid., him. 70.



kepentingannya. Dalam hal ini penegakan hukum pidana terhadap
perbedaan gradual suatu tindak pidana oleh pelaku anak harus lebih
diperhatikan karena dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya
akan timbul perbedaan gradual antara perkara pidana anak dengan perkara

pidana orang dewasa.®

Seorang anak mempunyai perbedaan dalam hal karakteristiknya
dengan orang dewasa. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
pelaku anak tidak berarti sanksi yang diberikan sama dengan pelaku
orang dewasa meskipun seringkali kejahatan itu sama dengan kejahatan
yang dilakukan oleh anak. Seorang anak masih menuju kesempurnaan
seperti yang dimiliki oleh orang dewasa sehingga masih dalam proses
perkembangan fisik, mental, psikis dan sosial. Terhadap pelaku anak
penting adanya kesadaran penuh dalam memahami secara kualitas dan
kuantitas anak yang dapat melakukan melanggar aturan hukum
sebagimana aturan hukum yang dilanggar oleh orang dewasa, namun
dalam proses penanganannya tidak semestinya sama dengan penanganan
bagi orang dewasa.®

Proses penegakan hukum acara pidana oleh aparat penegak
hukum harus mengedepankan asas-asas yang menjadi prinsip dasar dalam
mekanisme hukum acara pidana anak. Penerapan asas-asas tersebut
diharapkan agar tidak berbenturan dengan hak-hak konstitusi yang patut

didapat oleh anak dalam sistem peradilan pidana sehingga tidak

SAngger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit., him. 62-63.
®Nashriana, Op.Cit., him. 75-76.



terjadinya penyalahgunaan kewenangan.’

Berdasarkan aturan norma dan kaidah hukum yang bertujuan agar
tercapainya keadilan dan kedamaian di dalam kehidupan bersama, dapat
diketahui bersama bahwa peranan hukum menjadi dasar dalam mencapai
suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.®
Kerangka berpikir tersebut menjadi salah satu titik tolak untuk
membicarakan masalah penegakan hukum dalam bidang hukum pidana
yang mana dalam tulisan ini akan dibatasi pada penegakan hukum dalam
tahap penuntutan oleh jaksa sebagai penuntut umum yang berwenang
menangani proses peradilan pidana yang dilakukan oleh pelaku anak pada
tahap penuntutan. Sebagai salah satu pilar penegakan hukum, institusi
kejaksaan sebagai pemegang dan pelaksana kekuasaan negara di bidang
penuntutan perlu adanya pondasi yang kuat dalam menjalankan tugas dan
fungsinya secara profesional. Kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut
umum sebagai penegak hukum menjadi salah satu pilar yang menentukan
terwujudnya penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.®

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2004 Tentang Kejaksaan, menyatakan bahwa kejaksaan merupakan
lembaga yang diberi kekuasaan oleh negara untuk melakukan tugas dan
wewenang di bidang penuntutan tanpa adanya pengaruh dari kekuasaan

manapun. Kejaksaan memiliki kedudukan di ranah eksekutif yang mana

"Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit., him. 21.

8Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta :
Rajawali Pers, 2014, him. 2-3.

9Jan Samuel Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta :
Sinar Grafika, 2017, him. 1.



hal tersebut hanyalah melingkupi kedudukan kelembagaannya saja.
Kejaksaan sebagai institusi yang menjalankan fungsinya di bidang
penuntutan dalam hal ini penuntut umum tanpa adanya intervensi pihak
manapun sehingga proses penegakan hukum yang berkeadilan serta
bekerja secara independen dalam fungsinya sebagai penegak hukum.°

Kejaksaan merupakan salah satu sub-sistem hukum yang berada
dalam suatu kesatuan terintegrasi dan saling bekerja sama satu dengan
lainnya sehingga dapat terciptanya tujuan bersama dalam menjalankan
penegakan hukum terhadap suatu proses peradilan pidana.!! Kejaksaan
sebagai lembaga di bidang penuntutan, menjalankan proses penuntutan
dalam suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara
pidana secara tepat tanpa menghilangkan nilai kejujuran serta kemudian
meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan
apakah pelaku yang didakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak dengan
tetap melindungi hak asasi manusia tiap individu baik pelaku maupun
korban.?

Kejaksaan merupakan lembaga yang menjadi pelaksana tunggal
kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan (single prosecution system),
telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang KUHAP.1

Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam menangani proses

Jakarta :

Marwan Effendy, Kejaksaan RI: (Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum),
PT Gramedia Pustaka Utama, 2005, him. 7.

11bid., him. 101.

2Jan Samuel Maringka, Op.Cit., him. 27-28.
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perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus dapat
menghubungkan setiap keterangan yang didengarnya. Apakah keterangan
tersebut dapat mengungkapkan fakta yang dapat menggambarkan tindak
pidana yang dilakukan oleh anak. Perlunya kesadaran penuh dari jaksa
penutut umum  terhadap anak pelaku  kejahatan  dengan
mempertimbangkan tingkat kemampuan seorang anak yang pada
dasarnya masih bertahap dan sedikit demi sedikit mempunyai pemikiran
dan kecakapan yang memotivasinya untuk berbuat sesuatu yang
cenderung masih salah bahkan dapat melanggar aturan yang ada. Jaksa
dalam menjalankan tugasnya harus memiliki penalaran yang rasional
dalam menangani perkara anak (ABH).**

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul
berbagai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia mengenai aturan
tentang anak. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi bagian dari perjalanan
panjang dalam proses mengoptimalkan aturan hukum mengenai anak dan
mengedepankan kepentingan anak dalam memperbaiki kualitas sistem
peradilan anak di Indonesia. Hingga pada akhirnya terdapat suatu
pendekatan restoratif dan diversi dalam proses peradilan pidana anak
dengan harapan dapat meningkatkan nilai-nilai moral, empati dalam
menentukan penyelesaian terbaik bagi perkara anak dengan melibatkan

pelaku, korban, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya yang

*Maria Silvya E. Wangga, Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori Dan Praktik,
Jakarta : Universitas Trisakti, 2020, hlm. 30.



mana hal tersebut bisa menciptakan rasa tanggung jawab dan kesadaran
dari anak sejak dini. Kemudian dari segi penegakan hukum pidana, dapat
menjadikan kesadaran penuh dari aparat penegak hukum dalam
mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia yang berintegritas serta
memahami masalah anak melalui pendekatan tersebut. Berkaitan dengan
cara pandang masyarakat yang menempatkan anak sebagai objek tindak
pidana atau korban tindak pidana dari kebijakan yang tidak berpihak pada
kepentingan anak, yang pada akhirnya dapat merugikan perkembangan
mental, fisik, sosial anak di kemudian hari. Sehingga adanya Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
menjadi payung hukum bagi anak dalam hukum acara pidana.*®

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur bahwa
kategori anak adalah seseorang yang berumur antara 12 tahun sampai
dengan 18 tahun.*®

Berkaitan dengan hak-hak anak tidak dapat dipisahkan dari anak
yang berhadapan dengan hukum, oleh karena tingkat kecakapan seorang
anak berbeda dengan tingkat kecakapan orang dewasa sehingga dalam hal
ini berbeda dengan hak-hak orang dewasa yang berhadapan dengan
hukum. Kemudian dari adanya hal tersebut dapat memotivasi anak
melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum. Sehingga perlunya

memahami tingkat kemampuan seorang anak untuk menjalani hukuman

B1bid., him. 3-4.
5Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Op.Cit., him. 17-18.



sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang telah dilakukannya dan
berhak atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga aparatur penegak hukum
yang melakukan penegakan hukum pidana dalam hal ini instansi
Kejaksaan Negeri yaitu Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam hal
timbulnya perbedaan gradual terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
anak harus berdasarkan supremasi hukum yang baik dan menjunjung
kejujuran serta keadilan.’

Berdasarkan aturan dalam hukum pidana, selain menjalankan
wewenang lainnya berdasarkan Undang-Undang, tugas utama dari
kejaksaan adalah sebagai lembaga fungsional yang melaksanakan
penuntutan dan bertugas sebagai penuntut umum serta penetapan putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.®

Sistem peradilan pidana anak tidak terlepas dari perundang-
undangan pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil
yang mana di Indonesia saat ini diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.'®

Kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah

seseorang itu harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak berdasarkan alat
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bukti yang sah sebagaimana dalam hukum acara pidana. Jaksa penuntut
umum sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam
penegakan hukum atau penyelesaian suatu perkara pidana karena pada
dasarnya baik tersangka tidak bisa dinyatakan bersalah dan melanggar
aturan hukum atas perbuatan yang tidak termuat dalam suatu surat
dakwaan sehingga dalam hal ini yang menentukan tersangka dapat
dikenai sanksi pidana atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan
tuntutan yang dibuat oleh Jaksa.?°

Berdasarkan data yang dihimpun United Nation Children and
Education Fund (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia terdapat
4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% dihukum penjara
dan 88% diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan.
Sebanyak 73% diadili untuk pelanggaran kecil (petty crimes), 42% anak
yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa. Diketahui bersama
bahwa sebelumnya terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai
anak di Indonesia yang bertujuan melindungi hak-hak anak atau
melindungi prinsip-prinsip dasar serta hak-hak konstitusi yang patut
didapat oleh anak dalam suatu proses peradilan pidana, maka dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, diharapkan model sistem peradilan pidana yang
lebih baik dan lebih menjunjung hak-hak anak di Indonesia.?

Penegakan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada

20| eden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan

Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi), Jakarta : Sinar Grafika, 2010, him. 21.

21\Wagiati Soetedjo dan Melani, Op.Cit., him. 129-130.
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penegakan hukum pidana oleh jaksa sebagai penuntut umum dalam
menyelesaikan perkara pidana di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan
[lir. Adapun Kejaksaan Negeri Ogan Ilir berdiri berdasarkan Surat
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 yang
mana dalam Surat Keputusan tersebut menjelaskan mengenai
Pembentukan beberapa Kejaksaan Negeri yang salah satunya yaitu
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang berkedudukan di Indralaya dan Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Ogan Ilir meliputi Wilayah Kabupaten Ogan
Ilir. Berdasarkan data kasus anak di Kejaksaan Negeri Ogan llir, kasus
anak yang berkonflik dengan hukum menjadi kasus yang terjadi setiap
tahunnya. Terdapat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di
wilayah hukum Kejaksaan Negeri Ogan llir pada kasus-kasus tertentu
diantaranya anak melakukan tindak pidana persetubuhan, anak
melakukan tindak pidana pencabulan, anak melakukan tindak pidana
pengeroyokan, serta anak melakukan tindak pidana pencurian, baik
termasuk dalam pencurian biasa maupun tindak pidana pencurian dengan
kekerasan.

Ada berbagai kejahatan yang merupakan perbuatan tindak pidana,
salah satunya yaitu pencurian. Pencurian merupakan kejahatan terhadap
kepentingan individu dan kejahatan terhadap benda atau harta kekayaan
yang aturan hukumnya terdapat di dalam Pasal 362 sampai 367 KUHP.
Pencurian sebagai suatu perbuatan yang dapat merugikan banyak pihak.

Pencurian seringkali terjadi karena berbagai faktor dan juga kesempatan
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sehingga perlunya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
adanya tindak pidana pencurian yang sering terjadi dalam menjalankan
kehidupan bermasyarakat sehari-hari.??

Tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan pencurian harus
dipahami untuk dapat mengetahui dan menerapkan penegakan hukum
oleh jaksa dan menentukan jenis delik yang bersinggungan dengan
pencurian atau beberapa bentuk dari pencurian itu sendiri dalam rangka
mewujudkan suatu keadilan bagi penegakan hak asasi manusia. Barda
Nawawi Arief menjelaskan bahwa suatu kebijakan atau penanggulangan
kejahatan sebagai bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat
dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga penegakan
hukum terhadap pelaku pencurian merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat.?

Sistem peradilan pidana anak memiliki perbedaan dari proses
penangannnya dan mencakup berbagai kegiatan pemeriksaan dan
penyelesaian perkara yang mengedepankan kepentingan anak sehingga
berbeda halnya dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa.
Dalam menjalankan proses penuntutan terhadap anak memiliki penegak
hukum yaitu jaksa penuntut umum yang dikualifikasikan dengan syarat-

syarat tertentu dalam melakukan proses peradilan pidana anak.

22Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Illmu-llmu Forensik, Medan :
USU Press, 1994, him. 8.

2Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, him. 73.
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Berdasarkan pengamatan yang sebelumnya pernah penulis
lakukan pada saat melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Kejaksaan
Negeri Ogan llir, terdapat kasus pencurian dengan ancaman kekerasan
yang dilakukan seorang anak bersama-sama dengan seorang temannya di
Kabupaten Ogan Ilir. Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut
berinisial ES yang melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman
kekerasan bersama-sama dengan seorang temannya bernama Ega yang
sudah berusia 20 tahun. Pada awalnya ES bersama dengan temannya
tersebut sedang duduk-duduk di Taman santri yang membahas mengenai
handphone ES yang telah Ega jual seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu
rupiah) karena sedang membutuhkan uang. Ega mengajak ES untuk
melakukan pencurian dan tidak lama kemudian datanglah Korban yang
berinisial MN dan satu orang temannya di Taman Santri, sehingga ES
dan Ega langsung menjalankan aksinya. Ega mendatangi korban,
sedangkan ES mengawasi situasi sekitar dan memperhatikan apakah ada
orang yang lewat atau tidak. Ega langsung meminta 1 (satu) buah
handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Gold milik korban yang
pada saat itu tengah dipegang oleh korban, akan tetapi korban menolak
untuk memberikannya. Karena korban menolak, Ega kemudian langsung
menarik handphone yang sedang dipegang tersebut sehingga terjadilah
tarik menarik handphone antara Ega dan korban kemudian pelaku
pencurian menyatakan ancaman dengan kata-kata “Kutujah kau (saya

tikam kau)”, dan ketika mendengar perkataan pelaku tersebut, korban
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merasa ketakutan karena tempat kejadian tersebut sepi dan akhirnya Ega
langsung menarik dan merampas handphone milik korban. Setelah
melakukan perbuatan perampasan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi
Redmi Note 4 warna Gold tersebut, Ega dan ES berhasil
mendapatkannya, dan kedua pelaku segera meninggalkan lokasi kejadian.
Kemudian setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk
Xiaomi Redmi Note 4 warna Gold tersebut, handphone diserahkan kepada
ES karena ES meminta agar handphone tersebut saja yang menjadi
pengganti dari handphone ES yang telah Ega jual. ES memberikan Ega
uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena telah
memberikan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi Note 4 warna
Gold tersebut kepada ES. Sehingga akibat perbuatan pelaku, korban
mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Xiomi
Redmi Note 4 warna Gold yang diperkirakan seharga Rp2.700.000,00
(dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Ega dan ES mengambil dan
memilikinya tanpa seizin dari korban sehingga bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan
pencurian tersebut dan melanggar hak subyektif dari korban sebagai
pemilik barang tersebut. Berkaitan dengan tindak pidana pencurian yang
dilakukan oleh anak di tengah masyarakat sehingga pentingnya
mengetahui secara lebih dalam tentang Penegakan Hukum Terhadap
Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak

Pidana.
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B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagaimana latar

belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1.

Apa Yang Menjadi Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh Penuntut Umum
Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap
Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak

Pidana?

. Bagaimana Proses Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam

Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir Terhadap Anak
Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak

Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Dasar Penyusunan Dakwaan Oleh
Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan
Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual
Suatu Tindak Pidana.

Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Proses Penuntutan Oleh Jaksa
Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum Di Kejaksaan Negeri Ogan
Ilir Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual

Suatu Tindak Pidana.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara
teoretik dan praktik. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan serta
pemahaman Kkhususnya kepada mahasiswa dan masyarakat pada
umumnya dan dunia pendidikan sebagai pengembangan ilmu
pengetahuan, terkait penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian
dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan informasi
bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian kasus-

kasus lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup penelitian merupakan batasan penelitian yang terdapat
dalam pembahsan suatu penelitian dan membatasi area penelitian.?*
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana
dengan fokus mengenai Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku
Pencurian Dilihat Dari Perbedaan Gradual Suatu Tindak Pidana. Adapun

tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut terjadi di

24Bambang Sunggono, Metodologi Penilitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada, 2011, him. 111.
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daerah Kabupaten Ogan Ilir dan termasuk dalam Wilayah Hukum
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir sehingga penelitian ini dilakukan di Instansi
Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih
jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka penulis
hanya membatasi mengenai dasar penyusunan dakwaan oleh penuntut
umum dalam penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Ogan llir terhadap
anak pelaku pencurian dilihat dari perbedaan gradual suatu tindak pidana
dan proses penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam penegakan hukum
di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir terhadap anak pelaku pencurian dilihat dari
perbedaan gradual suatu tindak pidana.

Kerangka Teori

Beberapa teori yang diberkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian
dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan terhadap permasalahan yang

diteliti yaitu sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum
Penegakan Hukum merupakan penerapan aturan hukum yang berlaku
secara konkrit oleh aparat penegak hukum yang mempunyai tugas
kewenangan menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Moeljatno
dalam istilah hukum pidana mengenai penegakan hukum merupakan
keseluruhan aturan hukum dalam sebuah negara yang terdiri dari unsur-

unsur dan aturan-aturan sebagaimana berikut:?

SMoeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya : Putra Harsa, 1993, him. 23.
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a. Menentukan perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilanggar
dengan adanya suatu ancaman pidana tertentu.

b. Menentukan terhadap subjek hukum yang melakukan pelanggaran
aturan hukum yang berlaku akan dijatuhi pidana sebagaimana yang
telah diancamkan.

c. Menentukan bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan
terhadap orang yang disangkakan telah melanggar aturan hukum.

2. Teori Peradilan Pidana

Peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara

pidana terhadap seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak

pidana. Dalam hal ini kaitannya dengan penegakan hukum terhadap
anak pelaku pencurian maka untuk mengetahui mekanisme kerja dalam
penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak serta pelaksanaan
peradilan pidana anak untuk mengetahui bagaimana kepastian dan
keadilan dalam hukum pidana bagi anak pelaku pencurian.?®

3. Teori Kesempatan

Teori ini merupakan dasar dari adanya keterkaitan hubungan yang kuat

antar lingkungan kehidupan anak, struktur ekonomi dan pilihan

perbuatan yang akan dilakukan untuk selanjutnya. Richard A. Cloward
dan Lloyn Ohlin berpendapat bahwa munculnya subculture delikuen
serta bentuk perbuatan yang muncul dari itu, tergantung pada

kesempatan, baik kesempatan patuh pada norma maupun kesempatan

*6Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : Badan Penerbit UNDIP,
1995, him. 21.
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penyimpangan norma. Maka untuk mengetahui bagaimana penegakan
hukum dari adanya faktor kesempatan yang dilakukan oleh anak
sehingga jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan
sebagaimana perbuatan yang melatarbelakangi pelaku melakukan
tindak pidana pencurian.?’
Beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian tersebut untuk
kemudian dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan dalam
menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga latar
belakang anak melakukan kejahatan dapat dipahami dengan tepat, untuk

diterapkan kebijakan penanggulangan dengan tepat pula.?
Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris
berupa data-data yang didapat langsung dari lapangan dan menitik
beratkan pada data primer. Dalam penelitian ini jenis data yang
dikumpulkan selain dari data primer atau data di lapangan (field
research). Namun juga menggunakan data yang bersifat sekunder yaitu
diperoleh dari kepustakaan (library research). Penelitian yuridis

empiris merupakan jenis penelitian yang mengkaji mengenai perilaku

?’Ibid., hlm. 27-28.
28]bid., him. 28.
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yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada yang
mana dalam interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas
diterapkannya sebuah ketentuan hukum positif.?°
2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah
Undang-Undang dan regulasi yang keterkaitan atau berhubungan
dengan masalah hukum yang sedang diteliti.®® Pendekatan sosio-legal
(Socio-legal Approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan
mengkaji persepsi dan perilaku subjek hukum yang terjadi di lapangan
untuk selanjutnya melihat kajian norma-norma atau doktrin hukum
yang terdapat dilapangan dan melihat secara lengkap konteks norma

dan pemberlakuannya.®!

3. Sumber Data
Data yang disajikan diperoleh dari sumber data primer dan sumber data
sekunder :
a. Data primer
Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan

(fieldresearch) dengan menggunakan metode wawancara dengan

2Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, him. 51.

30peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2013, him. 133.

31Sabian Utsman, Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum
(Legal Research), Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2013, him. 26.
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responden. Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi

Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani

perkara pidana anak di Kejaksaan Negeri Ogan llir.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari kepustakaan yaitu meliputi bahan hukum

sekunder antara lain buku-buku, peraturan perundang-undangan

yang terkait dengan objek penelitian ini.>?> Adapun peraturan yang
berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209).

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4401).

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5332).

3250etandyo Wignjosoebroto, Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya),
Jakarta : ELSAM dan HUMA, 2002, him. 155.
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4. Lokasi Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang
beralamat di Jalan Lintas Palembang-Prabumulih Desa Tanjung Pering
Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera

Selatan.

. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari satuan analisis dalam sasaran
penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pihak di
Kejaksaan Negeri Ogan llir. Pengambilan sampel dalam penelitian ini
dengan non random sampling yakni purposive sampling atau suatu
metode dalam memilih beberapa sampel tertentu sesuai dengan tujuan
atau masalah penelitian dalam sebuah populasi.®® Sampel dalam
penelitian ini yaitu Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa
Penuntut Umum yang menangani perkara pidana anak di Kejaksaan

Negeri Ogan Ilir.

Teknik Pengumpulan Data

Data bagi suatu penelitian merupakan bahan yang akan digunakan
untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan
data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan sebagai bahan
dasar dari adanya aturan hukum yang mengatur mengenai suatu
peristiwa pidana kemudian selanjutnya dengan studi lapangan dengan

metode wawancara yang merupakan proses interaksi dengan melakukan

161.

33Coenseulo G. Sevilla, Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Ul Press, 1993, him. 160-
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tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden yang ada
di lapangan guna mendapatkan informasi. Sehingga data yang diperoleh
dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian untuk
kemudian dihubungkan dengan penelitian di lapangan.3*
7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka untuk selanjutnya
mengolah data tersebut menggunakan beberapa teknik yaitu Editing
(Pemeriksaan Data), verifikasi atau proses memeriksa data dan
informasi yang telah didapat dari lapangan agar dapat dilihat
kesesuaiannya terhadap penelitian, kemudian selanjutnya vyaitu
kesimpulan yang merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan
data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait

dengan objek penelitian yang diteliti.®

8. Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif yang
menekankan pada metode penelitian lapangan, serta data yang
terkumpul dari penelitian baik data primer maupun data sekunder,
dianalisis secara kualitatif yang menguraikan data yang dikumpulkan

dalam kalimat terstruktur serta direlasikan secara sistematis dan melalui

%*Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit., him 282.

35Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Metode Penelitian, Jakarta : PT. Bumi Aksara,
2005, hlm. 85.
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interpretasi dari kata-kata atau kalimat-kalimat yang tercantum dalam

ketentuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.%

9. Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu secara induktif yang
diawali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian
lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan
kemudian data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikaji untuk
ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang

bersifat umum.3’

36Spetandyo Wignjosoebroto, Op.Cit., him. 56.
3"peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Edisi Kesatu), Jakarta : Kencana, 2010,
him. 202.
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